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Abstract

This study aims to determine the position of the agent in a syndicated
loan agreement, and the agent's responsibility when the debtor
experiences an achievement. This research is a normative juridical
research which is a procedure to find the truth based on scientific logic
from the normative side. The approach in this research is legislation and
conceptual approach. The results showed that the agent's relationship
with the creditors was the power relationship with the power of attorney.
If a dispute arises between the agent and the parties in the syndicated
loan agreement, the settlement is based on the provision of power of
attorney in the syndicated credit document. The responsibility of the
agent is divided into two, namely the agent who also participates in the
syndication participant, and the agent outside the syndicated loan
participant. Agents who are also creditors in syndicated loans, if debtors
default, then the agent is responsible. The responsibility of the syndicated
loan agent outside the syndicated loan participant is only as a liaison
between the creditor and the debtor. The role of agents is limited in
accordance with what is written in the agreed agreement document

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi agen dalam perjanjian
kredit sindikasi, dan tangqung jawab agen ketika debitur mengalami
wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang
merupakan prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
ilmiah dari sisi normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah perun-
dang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjuk-
kan hubungan agen dengan para kreditur adalah hubungan kuasa
dengan pemberi kuasa. Jika timbul sengketa antara agen dengan para
pihak di perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesaiannya berlandaskan
pada ketentuan pemberian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi.
Tanggung jawab agen terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut
sebagai peserta sindikasi, dan agen diluar peserta kredit sindikasi. Agen
yang juga merupakan kreditur dalam kredit sindikasi, apabila debitur
wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab. Tangqung jawab agen
kredit sindikasi diluar peserta kredit sindikasi hanya sebagai penghubung
antara kreditur dan debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai dengan
yang tertulis dalam dokumen perjanjian yang telah disepakati.
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1. Pendahuluan

Bank di Indonesia dalam kegiatannya
bertujuan menunjang pembangunan nasional
dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan kese-
jahteraan rakyat, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank meru-
pakan lembaga intermediasi yang menghim-
pun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kredit ke masyarakat (Haryanto, 2018). Pe-
nyaluran kredit merupakan kegiatan bank
yang utama dan penting. Pendapatan dari
bunga kredit merupakan sumber pendapatan
utama bank (Murwadji, 2013). Pendapatan
bank didominasi dari bunga kredit, sehingga
bank akan selalu berusaha meningatkan pe-
nyaluran kreditnya. Pendapatan bank selain
dari bunga kredit, juga berasal dari pen-
dapatan jasa yang dikenal dengan fee based
income.

Secara makro ekonomi, penyaluran
kredit bank sangat penting sebagai sumber
permodalan bagi dunia usaha, Dunia ussaha
yang berkembang, maka pertumbuhan eko-
nomi akan mampu meningkatkatan. Secara
mikro kredit menjadi sumber pendapatan
penting bagi bank. Bank akan selalu diha-
dapkan pada risiko, ketika menyalurkan kre-
dit. Sehingga bank dalam usahanya, terma-
suk dalam penyaluran kredit harus tetap ber-
pegang pada prinsip kehatian-hatian (pru-
dential principle) dalam upaya memitigasi ri-
siko (Handayani, 2016), (Abubakar &
Handayani, 2017) (Mulyati & Dwiputri,
2018), (Handayani & Abubakar, 2018)
(Angraeni & Nasution, 2019).

Kualitas kredit bank dapat terdiri dari
performing loan dan non performing loan. Per-
forming loan merupakan kredit yang terbayar
kembali kepada bank dengan lancar. Se-
dangkan kredit yang pembayarannya berma-
salah atau menjadi macet, disebut Non Per-
forming Loan.

Salah satu bentuk kredit adalah kredit
sindikasi (syndicated loan). Kredit sindikasi
biasanya digunakan untuk membiayai pro-

yek-proyek berskala besar (Cita, Abubakar,
& Mulyati, 2018); (Tirana, Abubakar, &
Handayani, 2019); (Angraeni & Nasution,
2019). Kredit sindikasi atau konsorsium bisa
diberikan dalam bentuk macam-macam mata
uang, yang disebut multicurrency loans, sesuai
dengan pilihan penerima pinjaman. Kredit
sindikasi dapat dilakukan baik oleh bank
konvensional maupun bank syariah (Yose &
Trihantana, 2017); (Rahmayati, 2019).

Masyarakat yang menggunakan kredit
sindikasi diberikan oleh lebih dari satu bank,
dan kredit sindikasi melibatkan beberapa
bank, dalam proses sampai disepakatinya
kredit sindikasi. Dalam kredit sindikasi ada
beberapa langkah yang memerlukan per-
hatian khusus. Terlebih hal ini menyangkut
tentang hubungan dengan bank-bank calon
peserta sindikasi. Hubungan antar bank di-
capai sampai titik temu yang memuaskan
semua bank supaya tidak menimbulkan
ketidaknyamanan bagi semua calon peserta
kredit sindikasi.

Kredit sindikasi dilakukan dalam upa-
ya mensiasati ketentun tentang BMPK (Batas
Maksimum Pemberian Kredit). Ketika suatu
proyek memerlukan dana yang sangat besar,
seperti pembangunan jalan tol atau mega
proyek yang lainnya, sehingga tidak mung-
kinkan hanya satu bank menyediakan penda-
naan. Kredit sindikasi menjadi cara agar
proyek-proyek dengan kebutuhan dana yang
besar dapat berjalan, dan di sisi lain bank
tidak melanggar ketentuan tentang BMPK
yang berlaku (Umardani, 2016),

Dalam kredit sindikasi, segala urusan
administrasi akan diurus oleh arranger, se-
hingga nasabah hanya perlu menyediakan
data-data yang diperlukan guna kepentingan
sindikasi. Setelah peranan arranger atau
mana-gement group yang dipimpin oleh lead
manager berakhir, pada saat perjanjian kredit
sindikasi ditandantangani, maka peranan-
nya diserahkan kepada Agen. Agen ini bi-
sa adalah bank lain yang independen, yaitu
bank yang tidak menjadi anggota sindikasi
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atau menjadi pemberi kredit ataupun juga
salah satu bank yang menjadi bagian dari
peserta kredit sindikasi. Agen dalam kredit
sindikasi ber-tanggung jawab terhadap ma-
salah administrasi sindikasi selama waktu
pinjaman berlangsung. Peranan agen dimulai
pada saat penandatanganan dokumen pin-
jaman di-lakukan (Kusumaningtuti, Barus, &
Ariyanti, 2008). Para peserta sindikasi meng-
anggap penting peranan agen.

Dengan adanya tingkat kepercayaan
yang tinggi dari bank-bank peserta sindikasi
akan menjadi persoalan tersendiri, jika kredit
telah disetujui dan ditandatangani serta dis-
erahkan kepada debitur, namun dalam per-
jalanannya debitur melakukan wanprestasi
atau tidak terjadinya pengembalian kredit.
Bagaimanakah dengan tanggung jawab agen,
apabila terjadinya kredit sindikasi yang
macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis tanggung jawab agen, apabila
terjadinya kredit sindikasi yang macet

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah
untuk menemupakan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan dari sisi normatifnya
(Mahmud, 2005). Norma tidak hanya di-
artikan sebagai hukum positif yaitu aturan
yang dibuat oleh para politisi yang memiliki
kedudukan yang lebih tinggi (Ibrahim, 2013).
Sisi normatif disini tidak sebatas pada pera-
turan perundang-undangan saja. Hal terse-
but sebagaimana dikatakan oleh Mahmud
(2005), penelitian hukum adalah penelitian
normatif namun bukan hanya meneliti hu-
kum positivis. Berdasarkan pendapat terse-
but penelitian hukum berupaya menemukan
kesesuaian aturan hukum sesuai dengan nor-
ma hukum yang berisi mengenai sanksi dan
kewajiban tersebut dengan prinsip hukum
apakah tindakan sesorang sesuai dengan nor-
ma hukum atau prinsip hukum. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-un-
dangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) yakni, pen-
dekatan permasalahan yang di-lihat dari
aspek hukum yang selanjutnya digunakan
menggali informasi, bahan hukum untuk
menganalisis tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Arah kebijakan sektor jasa keuangan
(SJK) termasuk perbankan saat ini mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Pan-
jang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Na-
sional (RPJMN) 2015-2019. Rencana pem-
bangunan tersebut bertujuan untuk mem-
perkuat SJK antara lain perbankan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dengan
konsep pembiayaan berkelanjutan (sustaina-
ble financing) khususnya melalui pengem-
bangan sektor industry (OJK, 2016). Kredit
secara umum merupakan pinjaman dalam
bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang
diberikan melalui persetujuan, dengan jang-
ka waktu dan bunga. Prinsip Kehati-hatian
diterapkan oleh bank dengan cara mematuhi
ketentuan perundang-undangan yang berla-
ku baik secara kelembagaan maupun produk
(Handayani, 2016; Abubakar & Handayani,
2017; Mulyati & Dwiputri, 2018).

Kredit Sindikasi adalah pemberian
kredit antara dua atau lebih bank kepada de-
bitur untuk membiayai suatu proyek dengan
ketentuan kredit sama dengan perjanjian kre-
dit umumnya, ditandatangani bersama dan
diatur oleh agen (bank yang ditunjuk). Di-
tulis dalam bentuk satu dokumentasi perjan-
jlan kredit antara debitur dan semua bank
peserta sindikasi dan ini menjadi pegangan
bagi semua peserta sindikasi.

Pemberian kredit sindikasi di Indonesia
digunakan sebagai upaya untuk menyiasati
aturan PBI BMPK yang membatasi jumlah
kredit maksimum (legal lending limit) yang
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dapat diberikan oleh bank umum yaitu sebe-
sar 20% (untuk perorangan) atau 25% (untuk
sekelompok orang) dari modal bank tersebut
(Bank Indonesia, 2006). Kredit sindikasi da-
pat berkembang di Indonesia karena peran
Hukum Perjanjian khususnya Asas Kebeba-
san Berkontrak sebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 KUHPerdata.

Perjanjian harus memenuhi syarat sah
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata yaitu syarat subjektif (ke-
sepakatan dan kecakapan) serta syarat objek-
tif (hal tertentu dan kausa yang halal). Kese-
pakatan sebagai perwujudan Asas Konsen-
sualisme dapat dilakukan secara tertulis,
lisan maupun tanpa pernyataan tetapi secara
diam-diam ditaati oleh para pihak (Meilala,
2012).

Semua kegiatan yang dilakukan bank
tentu membutuhkan hukum sebagai lan-
dasannya. Walaupun belum terdapat un-
dang-undang yang mengaturnya, kredit
sindikasi berpedoman pada: a). Peraturan
Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit. b). Surat E-
daran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal
3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama
oleh Bank Pemerintah. c). Surat Edaran Bank
Indonesia No.11/26/UPK tanggal 12 Januari
1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium
oleh Bank Pemerintah. d. Surat Edaran Bank
Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983
tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi.
Di samping itu peraturan perundang-un-
dangan yang terkait dengan kontrak kredit
sindikasi yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1338
KUHPerdata. Pasal 1320 mengatur tentang
syarat sahnya kontrak, sedangkan Pasal 1338
mengatur kebebasan para pihak membuat
kontrak. Peraturan-peraturan dari Bank In-
donesia tersebut yang menjadi dasar berla-
kunya kredit sindikasi di Indonesia. Hal ini
memacu untuk diperlukannya pemikiran
tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan yang secara khusus berisi aturan
tentang kredit sindikasi. Sehingga, melalui

munculnya peraturan perundang-undangan
tersebut akan menjamin kepastian hukum
para pihak dalam melakukan perjanjian kre-
dit sindikasi.

Adanya peraturan di atas membuat
sindikasi berkembang pesat. Kredit Sindika-
si didasari oleh hukum yang diatur dalam
perundang-undangan, diantaranya: 1) SE ke-
pada semua Bank dan Lembaga Keuangan
bukan Bank di Indonesia, No.21/11/BPPP
tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian
kredit kepada pengurus atau pemegang sa-
ham. 2) SE kepada semua Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank di Indonesia No.
21/18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal
BMPK kepada debitur dan debitur group
serta  pengurus, pemegang saham dan
keluarganya. 3) UU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tam-
bahan LNRI No. 3472). 4) UU No. 10 tahun
1998. tentang perubahan atas Undang-
undang No. 7 tahun 1992. 5) SK Direksi Bl
No.26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993
tentang BMPK.

Sindikasi itu terbentuk karena di-
usahakan oleh lembaga-lembaga yang pada
umumnya adalah bank-bank yang disebut
arrangers. Bank-bank tersebut biasanya ke-
mudian setelah sindikasi terbentuk menjadi
anggota atau peserta sindikasi. Dalam proses
pembentukan kredit sindikasi fungsi ter-
pusatnya ada pada lead manager.

Agen adalah kuasa dari bank para pe-
serta sindikasi. Agen yang akan mentransfer
keseluruhan dana dari kreditur kepada debi-
tur atas dasar perjanjian kredit sindikasi. Tu-
gas arrangers atau bidding group berakhir
setelah perjanjian kredit sindikasi dan perjan-
jlan pengikatan ditandatangani. Agent bank
(bank agen) akan berperan kemudian, setelah
perjanjian tersebut selesai. Peran para arrang-
ers diambil alih seluruhnya oleh agent bank.
Apabila lead manager adalah suatu bank
umum (commercial bank), atau dalam hal ada
beberapa lead manager, maka salah satu lead
manager yang adalah suatu bank umum, di-
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tunjuk juga sebagai agen. Untuk menjadi
agen kadangkala adalah bank lain yang in-
dependen, atau bank yang tidak menjadi
anggota sindikasi atau menjadi kreditur.

Setelah ditandatanganinya perjanjian
kredit sindikasi, penyediaan dana diproses
dengan cara bank-bank sindikasi selanjutnya
mentransfer sejumlah dana yang disetujui
kepada debitur ke rekening khusus (escrow
account) yang diatur oleh agen. Setelah itu,
agen akan mentransfer dana tersebut ke re-
kening debitur. Agen bukan mewakili debi-
tur tetapi mewakili para pihak dalam kredit
sindikasi (peserta/ bank-bank) dan bertang-
gung jawab untuk melaksanakan administra-
si penggunaan kredit selama jangka waktu
yang disepakati. Suatu hal yang banyak
membantu jika agen adalah bank yang juga
menjadi documentation bank, karena di peran
selanjutnya dengan menggunakan dokumen-
tasi itu bertugas mengelola administrasi pin-
jaman tersebut. Peranan agen dianggap pen-
ting untuk peserta sindikasi.

Dokumen hukum yang paling penting
dalam kredit sindikasi adalah perjanjian pin-
jaman karena dokumen ini yang menjadi ref-
erensi bagi seluruh proses administrasi kre-
dit. Agen berperan sampai berakhirnya jang-
ka waktu kredit. Agen dalam pekerjaan ad-
ministratifnya termasuk didalamnya meman-
tau penggunaan kredit atas nama dan tujuan
sindikasi. Dokumen ini bukti adanya perjan-
jilan antara para pihak dalam kredit sindikasi
dan bukti adanya pemberian kredit. Loan
signing ceremony adalah suatu acara penan-
datanganan dokumen oleh para pihak.

Awal peranan agen adalah ketika pe-
nandatanganan perjanjian pinjaman dilaku-
kan. Tanggung jawab hukum bank adalah
suatu bentuk perwujudan hak dan kewajiban
yang diberikan pihak bank kepada subyek
hukum dengan wujud perangkat hukum
yang mempunyai sifat represif maupun pre-
ventif, dengan lisan ataupun tertulis. Liability
dalam hukum menerangkan tentang semua

sifat tanggung jawab dan risiko, baik secara
pasti, bergantung atau mungkin dengan ak-
tual atau potensial seperti ancaman, keja-
hatan, biaya atau kondisi, kerugian, karena
tidak kesesuaian tingkah laku dengan un-
dang-undang. Responsibility adalah pertang-
gung jawaban atas suatu kewajiban, dalam
hal ini termasuk putusan, kemampuan ke-
cakapan, keterampilan, dan kewajiban ber-
tanggung jawab atas undang-undang (Mu-
nir, 2017). Tanggung jawab agen dalam pin-
jaman sindikasi adalah selama kurun waktu
berlangsungnya pinjaman.

Peran sebagai agen biasanya diberikan
karena bentuk penghargaan kepada penye-
dia kredit terbesar atau arranger dalam proses
kredit sindikasi. Agen berperan melakukan
kordinasi pada setiap pembayaran, penagi-
han dan negosiasi, dan administrasi lain da-
lam pinjaman. Agen berperan sebagai wakil
para pihak peserta sindikasi atau sebagai
kuasa dari para pihak (bank-bank). Perbe-
daan antara arranger dan agen bank adalah:
tugas arranger berlangsung sampai sebelum
penandatanganan perjanjian kredit sindikasi
(membentuk sindikasi), sedangkan tugas a-
gen mengoperasikan dan mengatur pengel-
olaan administrasi penggunaan kredit sindi-
kasi setelah penandatanganan perjanjian.
Fungsi utama facility agent adalah mengad-
ministrasian pinjaman dan pembayaran baik
atas bunga pinjaman maupun biaya-biaya
lainnya. Facility agent juga harus memastikan
bahwa semua syarat-syarat dalam klausul
condition precedent telah dipenuhi oleh debi-
tur. Di dalam perjanjian pinjaman, tugas-tu-
gas facility agent harus dijabarkan secara rinci.
Facility agent juga bertugas memantau kea-
daan keuangan debitur.

Secara tegas dicantumkan dalam per-
janjian kredit ketentuan yang mengizinkan
agen untuk memiliki hubungan bisnis lain
dengan debitur (selain hubungan pemberian
kredit sindikasi tersebut). Dalam hal yang
demikian, sangat penting bagi agen bank
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untuk dapat membedakan antara tugasnya
sebagai agen dalam hubungan kredit sindi-
kasi itu dan aktivitasnya dalam hubungan
pemberian kredit yang lain kepada debitur
tersebut. Kecuali apabila ditentukan secara
tegas di dalam perjanjian kredit, agen bank
tidak diwajibkan untuk memastikan otentis-
itas (authenticity) dari surat-surat yang dite-
rimanya (Munir, 2017).

Agen bertugas menata dan membuat
kordinasi yang baik pada setiap proses pem-
bayaran, penagihan, negosiasi, dan admin-
istrasi kredit setelah ditandatanganinya do-
kumen perjanjian kredit. Agen adalah pe-
ngelola dari kredit sindikasi, yang penunjuk-
kannya berdasarkan pemberian kuasa khu-
sus yang tertulis dalam perjanjian kredit
sindikasi, supaya dalam proses sampai se-
lesainya kredit sindikasi, dapat berjalan de-
ngan baik dengan koordinasi menyeluruh
untuk mencapai asas keadilan penerima dan
penyedia dana (debitur dan kreditur). Peran-
annya bersifat terbatas sesuai dengan yang
tertulis dalam dokumen perjanjian dan di-
sepakati oleh seluruh pihak yang terlibat da-
lam kredit sindikasi.

Setelah ditandatanganinya perjanjian
kredit sindikasi, penyediaan dana diproses
dengan cara bank-bank sindikasi selanjutnya
mentransfer sejumlah dana yang disetujui
kepada debitur ke rekening khusus (escrow
account) yang diatur oleh agen. Setelah itu,
agen akan mentransfer dana tersebut ke re-
kening debitur.

Agen bukan mewakili debitur tetapi
mewakili para pihak dalam kredit sindikasi
(peserta/ bank-bank) dan bertanggung jawab
untuk melaksanakan administrasi penggu-
naan kredit selama jangka waktu yang di-
sepakati. Suatu hal yang banyak membantu
jika agen adalah bank yang juga menjadi do-
cumentation bank, karena di peran selanjutnya
dengan menggunakan dokumentasi itu ber-
tugas mengelola administrasi pinjaman ter-
sebut. Peranan agen dianggap penting untuk
peserta sindikasi.

Debitur dalam kredit sindikasi hanya
berhubungan langsung dengan agen, dimana
agen adalah representasi dari bank-bank pe-
serta sindikasi. Bank peserta sindikasi mem-
iliki kepentingan yang sama. Atas dasar
kepentingan tersebut mereka membentuk su-
atu sindikasi, dalam sindikasi tersebut hanya
ada satu suara, juga dapat dikatakan bahwa
satu sindikasi adalah satu suara.

Dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH
Perdata disebutkan harus membayar ganti
rugi apabila seseorang melakukan perbuatan
melawan hukum. Jika melanggar suatu per-
janjian atau perikatan maka harus dihukum
akibat wanprestasi atau memberikan ganti
rugi akibat pelanggaran kesepakatan yang
dibuat.

Tanggung jawab agen dalam kredit
sindikasi terbagi menjadi dua, yaitu agen
yang juga ikut sebagai peserta sindikasi se-
bagai kreditur, dan agen diluar peserta kredit
sindikasi. Agen yang juga merupakan bagian
dari pemberi kredit (kreditur) dalam kredit
sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka
agen ikut bertanggung jawab.

Agen yang berperan mengadministra-
sikan segala hal antara debitur dan kreditur,
termasuk melakukan upaya represif dan pre-
ventif supaya perjanjian kredit sindikasi bisa
berjalan sampai selesai sesuai waktu yang
disepakati tanpa ada hambatan, baik berupa
ingkar janji, dan hal lain yang dapat meng-
ganggu jalannya proses kredit sindikasi.
Tetapi jika ada wanprestasi, gugatan hukum
tidak harus diajukan lewat agen. Setiap kre-
ditur berhak langsung mengajukan gugatan
di pengadilan, dikarenakan tang-gung ja-
wabnya dalam perjanjian kredit sindikasi bu-
kan tanggung renteng.

Hal ini sesuai dengan yang dikemuka-
kan oleh Sjahdeini (1997): “Masing-masing
bank peserta hanya bertanggung jawab un-
tuk bagian dari jumlah kredit yang menjadi
komitmennya. Tanggung jawab dari masing-
masing bank di dalam sindikasi tidak meru-
pakan tanggung jawab di mana suatu bank
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menjamin bank lainnya”. Dalam hal ini bisa
berlaku jika agen tidak menjadi bagian dari
peserta kredit sindikasi, dalam artian agen
tidak termasuk kreditur.

Dari segi asas hak-hak dari kreditor
masuk dalam suatu perjanjian bilateral da-
lam hal debitor wanprestasi, hal ini juga ber-
laku untuk para anggota sindikasi. Tetapi
dalam sindikasi implikasinya lebih rumit.
Semakin banyak jumlah peserta sindikasi,
semakin kecil kemungkinan untuk mencapai
kesepakatan mutlak di dalam para anggota
indikasi tentang konflik yang muncul. Apabi-
la ada pengajuan gugatan dalah hal debitor
wanprestasi, pihak yang melakukan penagi-
han dilakukan oleh agen. Agen dalam me-
lakukan penagihan dan gugatan harus sudah
mendapat persetujuan tertulis dari kreditur
mayoritas serta sudah dilakukannya tinda-
kan tertentu yaitu sudah mengirim beberapa
somasi kepada debitor untuk secepatnya me-
menuhi kewajibannya sesuai dengan kese-
pakatan dalam dokumen perjanjian kredit
sindikasi.

Tanggung jawab agen kredit sindikasi
diluar peserta kredit sindikasi, yang tidak
ikut memberikan kredit (bukan sebagai kre-
ditur) adalah hanya sebagai penghubung
antara kreditur dan debitur. Agen memiliki
tugas yang berhubungan dengan peng-
gunaan kredit setelah ditandatanganinya
perjanjian kredit (Sjahdeini, 1997). Peranan
agen selanjutnya akan menyelenggarakan
jumlah kewajiban administratif dan peman-
tauan terhadap penggunaan kredit atas nama
sindikasi (Sjahdeini, 1997). Secara umum
agen bertindak pasif, tidak memiliki inisiatif.
Sehingga agen akan melakukan tugasnya
sesuai dengan arahan kreditor mayoritas.
Namun agen bisa juga bersifat aktif selama
tindakannya tidak bertentangan dengan ke-
sepakatan perjanjian kredit sindikasi.

Agen harus terbuka dalam mengutara-
kan segala hal yang berkaitan dengan wan-
prestasi dan kewajiban ini harus tertulis di

dalam perjanjian kredit sindikasi. Supaya
dapat diambil langkah preventif ataupun
represif untuk mengatasinya lebih dini.

Kreditor bisa menuntut pembayar-
annya kepada debitor. Namun setiap pen-
erimaan pembayaran melalui agen harus
dibagi pada kreditor lain. Maksud dari shar-
ing clause, adalah semua pembayaran pokok
dan bunga dari debitor pembayarannya ada-
lah melalui agen, tidak langsung kepada se-
tiap anggota sindikasi. Kecuali jika dalam
perjanjian kredit sindikasi tercantum keten-
tuan jika tanpa agen kreditor bisa melaku-
kan penagihan langsung. Adanya pelarang-
an terhadap debitor untuk dilakukan-nya pe-
lunasan langsung secara keseluruhan kredit
kepada salah satu setiap peserta sindikasi
walaupun jumlah yang dibayarkan oleh
kreditor sindikasi sudah proporsional de-
ngan jumlah penyertaan yang sudah diberi.
Dengan ketentuan ini artinya ada sedikit
kelemahan bagi kreditor tanpa lewat agen
bisa melakukan permintaan pembayaran
langsung atau eksekusi dari debitor. Jika ter-
dapat wanprestasi, kreditor umumnya me-
nagih sendiri kepada debitor sebagai langkah
terakhir. Dengan alasan kreditor sudah me-
nagih melalui agen, namun tidak dilakukan
oleh agen. Agen tidak melakukan karena
agen merasa harus lebih dulu mendapat per-
setujuan kreditor mayoritas. Kreditor mayo-
ritas adalah para kreditor pemilik sebagian
besar piutang (Sjahdeini, 2010)

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Menurut hukum hubungan agen de-
ngan para kreditur adalah hubungan kuasa
dengan pemberi kuasa. Sehingga jika timbul
sengketa antara agen dengan para pihak di
perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesai-
annya berlandaskan pada ketentuan pembe-
rian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi.

Di dalam perjanjian kredit secara tegas
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ditentukan hal apa saja agen diperkenankan
untuk mengambil keputusan atau melaku-
kan perbuatan tanpa berkonsultasi atau
memperoleh persetujuan dari para anggota
sindikasi dan hal-hal apa saja harus lebih da-
hulu mendapatkan petunjuk atau persetuju-
an peserta sindikasi mayoritas. Agen tidak
memiliki tanggung jawab dalam hal sele-
sainya dokumentasi kredit dikarenakan se-
tiap pihak harus memastikan sendiri sele-
sainya dokumentasi kredit itu sesuai dengan
yang diinginkan.

Kedudukan agen adalah sebagai kuasa
wakil para kreditur, bukanlah kuasa wakil
debitur. Secara singkat atas hukum hubung-
an keduanya adalah hubungan pemberi
kuasa. Jika timbul sengketa yang berhubu-
ngan antara agen dengan para pihak perjan-
jian kredit, maka penyelesaiannya berdasar-
kan pada hubungan pemberian kuasa dalam
perjanjian.

Tanggung jawab agen di dalam kredit
sindikasi terbagi menjadi dua, yaitu agen
yang juga ikut sebagai peserta sindikasi se-
bagai kreditur, dan agen diluar peserta kredit
sindikasi. Agen yang juga merupakan bagian
dari pemberi kredit (kreditur) dalam kredit
sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka
agen ikut bertanggung jawab. Tanggung ja-
wab agen kredit sindikasi diluar peserta
kredit sindikasi, yang tidak ikut memberikan
kredit (bukan sebagai kreditur) adalah hanya
sebagai penghubung antara kreditur dan
debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai
dengan yang tertulis dalam dokumen perjan-
jian dan disepakati oleh seluruh pihak yang
terlibat dalam kredit sindikasi.

Saran

Sebaiknya didalam perjanjian kredit
sindikasi diatur secara rinci tentang hak dan
kewajiban agen yang dibuat dan termuat ter-
tulis diperjanjian tentang agen hal ini untuk
melindungi kepentingan agen apabila suatu
ketika terjadi wanprestasi, dan diharapkan
segera disusun peraturan perundang-un-
dangan tentang kredit sindikasi.
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